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Abstrak 
 

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan 
Oknum Perangkat Desa (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan). Penegakan Hukum adalah 
penerapan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan sanksi pidana dan hal-hal yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa modus 
pelaku pungutan liar, untuk mngetahui dan menganalisa hambatan-hambatan pihak kepolisian dalam 
penindakan terhadap pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana ruang lingkup 
kepolisian dalam mengatasi pungutan liar dan ketersinggungan dengan dengan tim saber pungli. 
Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang 
menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resort Pelabuhan 
Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara 
menakut-nakuti korban atau menjanjikan bahwa suatu hal itu akan selesai dengan cepat dan tanpa 
kendala istimewa penanganannya dari yang lian yang tidak memberi sejumlah uang kepada 
perangkat desa atau dalam hal ini penyuapan dan pungli. Hambatan dan kendala yang dihadapi 
pihak kepolisian adalah kurang terbukanya masyarakat dalam hal pengaduan pungutan liar ini, 
masyarakat yang menganggap bahwa pungli ini adalah hal yang wajar sangat menyulitkan pihak 
kepolisian dalam menerima informasi terjadinya pungutan liar ini. Berdasarkan hal ini aparat 
Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku 
pugutan liar dan masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dan perangkat desa dalam hal ini 
untuk mencegah pungutan liar ini terjadi kembali. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pungli atau 
dapat dikatakan korupsi dikenakan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang dimana pelaku dijerat hukuman minimal 4 tahun penjara. 
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1. PENDAHULUAN  
Pungutan liar atau biasa disingkat pungli atau memungli dapat diartikan sebagai 

tindakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, 
perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.1 Pungli biasanya 
dilakukan secara paksa oleh dan untuk kepentingan pribadi Oknum petugas atau oknum 
mengatasnamakan organisasi-organisasi kepemudaan dan instansi pemerintah, pungli 
sering juga disebut sebagai uang tempel, iuran, uang rokok, uang cape dan lain-lain, pungli 
merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang atau melanggar ketentuan 
Undang-Undang yang belaku yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau 
memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pungli melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-
terangan, dimana biasanya pada tingat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya 
berupa uang. 

Sumber permasalahan terbesar dalam menanggulangi peraktik pungli adalah kurang 
hadirnya Polisi sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam masyarakat, 
perkembangan sosial ekonomi dalam masyarakat juga menjadi faktormaraknya terjadi 
praktik pungli dan faktor kultural dan budaya organisasi budaya yang terbentuk disuatu 
lembaga atau organisai yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan 
penyuapan dapat menyebabkan pungli menjadi hal yang biasa. 

Pungutan Liar atau disingkat pungli menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang 
sudah sangat akrab di telinga masyarakat, walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana 
pungutan liar atau delik pungli, sedangkan Undangundang lain mengatur pungli yang 
dilakukan dengan jabatan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain-lain Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
sering juga dijadikan pasal yang dikenakan Polisi kepada pelaku. 

Praktik pungli pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak negatif yang mucul akibat pungli 
tersebut pada akhirnya menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomimerusak 
tatanan masyarakat adat budaya, pungli yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan 
wajib untuk mencapai tujuan tertentu membuat masyarakat dalam menanggapi tindak 
pidana pungli sebagai hal yang biasa, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang hukum yang kemudian masyarakat kurang tertarik untuk mempermasalahkan. 

Penegakan atau penerapan hukum Pidana menjadi tugas yang dilakukan oleh pihak 
Polisi sebagai salah satu penegak hukum kepanjangan tangan dari pemerintah dalam 
melaksanakan kegiatan untuk mecapai tujuan Negara, Sedangkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum 
yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan dari Undang Undang Nomor 2 
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yaitu 
“dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok, Memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Melindungi, mengayomi dan melayani 
masyarakat,” Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom 
masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan premanisme. Pihak 
kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan 
yang tepat dalam menyikapi peristiwa-peristiwa premanisme dalam mayarakat. 

Praktik pungutan liar atau pungli sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat 
termasuk masyarakat seperti kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan 
Belawanyang dialami oleh masyarakat di wilayah Belawan ketika mengurus sesuatu maka 
akan dikenakan biaya tambahan oleh Sekertaris Desa atau sering dikatakan sebagai 
pungli.Banyak masyarakat yang pada akhirnya malas untuk mengurus surat-surat ke 
Kantor Kepala Desa karenaakan terjadinya pungli ini yang sangat merugikan secara materi 
dan sosiologis bagi masyarakat dan kemudian mengurungkan niatan untuk mengurus 
surat-surat untuk keperluan administrasi yang sebetulnya sangat diperlukan sebagai 
syarat-syarat administrasi untuk urusan kedepannya seperti surat keterangan domisili, 
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surat keterangan usaha dan lain-lain. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut dan 

menuangkannya di tugas akhir (skripsi) dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana 
Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa(Studi di Polres 
Pelabuhan Belawan)” 
2. METODE PENELITIAN   
 Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis 
Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Kepolisian 
Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
 Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum 
dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundangundangan (law in books), 
dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-
undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan 
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang 
merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Jenis dan 
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat 
Desa 

Lazimnya orang membicarakan hukum pidana berkaitan dengan perbuatan yang 
dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Moelyanto 
memberikan definisi sebagai berikut: hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 
untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 
dengan disertai ancaman atau sanksi (maksudnya sanksi berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan; 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 

 Ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar.Kurangnya 
supervisi dari tiap institusi sebagai upaya kontrol adalah sebagai penyebab munculnya 
pungutan yang tidak absah.2 (dua) modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan 
masukan untuk hidup pegawai, munculnya tindakan itu kurangnya kontrol atasan.Oleh 
karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai 
dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu 
Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). 
 Delik pungli atau pungutan liar sejatinya tidak secara eksplisit disebutkan di dalam 
KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain. Namun, terhadap pelaku yang 
menggunakan modus pungli saat ini dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan 
menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan juga beberapa pasal-pasal yang 
ada di KUHP seperti: Pasal 415, Pasal 418, Pasal 425 dan Pasal 432 yang dapat menjerat 
subjek hukum yaitu seorang pegawai negeri yang melakukan pungli. 
 Pengenaan dakwaan Pasal 2 UU Tipikor yaitu Setiap orang yang secaramelawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikankeuangan negara, maupun Pasal 3 UU Tipikor yaitu: Setiap 
orangyang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yg dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara 
dan seterusnya untuk pelaku tindak pidanapungutan liar bisa saja dilakukan, kepada pelaku 
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pungutan liar sebagai PNS/Penyelenggara Negara namun Jaksa selaku Penuntut Umum 
akan mengalami kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan Negara, karena pada 
beberapa kasus pungli yang disidik atas kelebihan pungutan, hak Negarasudah dipenuhi 
seluruhnya, sehingga nilai kelebihan bayar pungutan merupakan kerugian masyarakat. 
Demikian pula jika pelaku pungli didakwa dengan pasal suap menyuap (Pasal 5,6,11) akan 
kesulitan dalam membuktikan motif suap serta harus dilakukan melalui operasi tangkap 
tangan. 
 Secara umum terjadinya pungli disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadimya peristiwa pungli yang sebetulnya faktor-faktor tersebut sering kita jumpai disetiap 
permasalahan peristiwa pidana sebagai berikut: 

a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang 
panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan 
pelayanan publik yang korup.  

b.  Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenanga yang ada/melekat pada 
seseorang.  

c.  Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupikebutuhan hidup atau tidak 
sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdoronguntuk 
melakukan pungli.  

d. Faktor kultural & Budaya Organisasi, yang terbentuk danberjalan terus menerus di 
suatu lembaga agar pungutanliar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan 
liarsebagai hal biasa.  

e.  Terbatasnya sumber daya manusia.  
f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. 

 Kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yakni 
melibatkan seorang pegawai negeri sipil di tingkat pemerintahan dengan insial (HM) yang 
memiliki jabatan sebagai Sekretaris Desa yang terduga melakukan kejahatan tindak pidana 
korupsi dengan modus pungutan liar yaitu dengan umpan balik (feedback) bagi korban 
untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan pengurusan dokumen dan hal-hal yang 
berkaitan dengan administrasi. Dalam melakukan modus pungli ini, tersangka HM 
melakukannya secara tergorganisir serta menakut-nakuti korban dengan mengatakan jika 
mengurus sesuatu tanpa bantuannya dijamin akan susah proses dan akan memakan waktu 
yang lama. 
 Berdasarkan kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan jika 
dikaitkan dengan teori pemidanaan di atas maka pendekatan teori yang terlihat ialah 
pendekatan teori retributif.Pendekatan teori retributif ternyata masih mendominasi aparat 
penegak hukum khususnya Kepolisian dalam mengungkap dugaan terjadinya tindak 
pidana.Bahkan menurut Andi Suryawinata seorang Penyidik Polres Bangkalan, Kepolisian 
dianggap sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada 
penilaian terhadap keberhasilan penegakan hukum (dalam arti masyarakat sangat 
mengantungkan penegakan hukum pada institusi Polri).Meskipun tidak dapat dipungkiri 
bahwa peran sub-sistem peradilan pidana lainnya tak dapat diabaikan. 
 Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang 
langsung dari para pihak.Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara 
pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam 
memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun 
sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri 
dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar 
sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses 
peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari 
komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku 
dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. 
 Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal 
pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan 
pada kepentingan-kepentingan mereka.Restorative justice juga menekankan pada hak asasi 
manusia dan kebutuhanuntuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-
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cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana 
memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan 
apapun.Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan 
korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control. 
 
Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Memberantas 
Pelaku Pengutan Liar Yang Dilakukan Perangkat Desa  

Kegagalan pemberantasan korupsi di negara kita ini, salah satu faktor penyebabnya 
adalah ketika ramai-ramai para tersangka dan/atau terdakwa kasus dugaan korupsi, 
terutama “kelas kakap” ramai-ramai dijadikan “ATM berjalan” (dijadikan objek pemerasan) 
dari sosok-sosok penegak hukum tertentu. Oleh karena itu, adalah tidak berlebihan jika ada 
kalangan yang secara sinis menyatakan bahwa justru “proses pemberantasan korupsi 
malah sangat sering menimbulkan korupsi baru”. 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap 
dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 
menciptakan, memilihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.30Sehingga, 
dalam rangka penegakan hukum terhadap pungutan liar di wilayah hukum Polres Pelabuhan 
Belawan pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan atau kendala yang mempengaruhi 
efektifitas dari kinerja pihak kepolisian yang berdampak kepada penegakan hukum terhadap 
pungutan liar itu sendiri. Adapun beberapa kendala yang dialami yaitu : 
1. Faktor Undang-Undang. 

Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar 
akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana 
pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam 
penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 
dalam penegakan hukum pungutan liar. 

Seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada atau belum berlakunya Udang-
undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut berkaitan dengan hal pungli sampai 
dengan sekarang belum ada pasal yang secara spesifik menyatakan pungli sebagai tindak 
pidana, hal ini menjadi salah satu hambatan pihak Kepolisain dalam menindak lanjuti 
laporan masyarakat terkait dengan pungli, dan masih terjadi perdebatan para ahli terkait 
dengan besaran uang yang diberikan atau diterima, agar dapat dikatakan sebagai suatu 
tindak pidana. 

Produk perundang-undangan kita yang seyogianya mampu digunakan untuk melakukan 
pemberantasan korupsi secara optimal, ternyata di dalam realitasnya tidak digunakan 
sebagaimana mestinya oleh sebagian penegak hukum dalam pemberantasan 
korupsi.Sering terjadi dimasyrakat terkait dengan pungutan liar bukan besaran dari uang 
yang diberikan tetapi sirngnya terjadi membuat resah masyrakat yang akan berurusan 
dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, jika pungli itu diukur dari besaran 
uang yang diberikan dalam satu kasus maka sangat kecil, tetapi jika diperhitungkan dari 
seringnya kasus itu terjadi dan diakumulasi hasil dari pungli tersebut maka akan sangat 
besar uang yang dihasilkan, disini hukum belum bisa hadir dan dapat dikatakan terjadinya 
kekosongan hukum. 
2. Faktor Masyarakat 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar. Dalam hal 
ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana 
pungutan liar. Kurang jelasnya cara pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian dan 
masyarakat menganggap ketika berurusan dengan kepolisian proses yang akan dilakukan 
berbelit-belit, dan juga pungutan liar sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang 
dianggap bukan suatu hal yang melanggar hukum. 

Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang 
biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, 
karena kedua belah pihak yang mealakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa 
diutungkan, masyakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau 
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berbelis atau dipusingkan dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang 
kepada penyelenggara layanan publik untuk mempermudah urusan. 

Pelaksana layanan publik atau yang terkait dengan ini perangkat desa itu sendiri kurang 
berintegritas terkadang menyarankan atau menawarkan kepada pengguna layanan publik 
untuk melakukan pungli atau pemberian uang atau barang untuk mempermudah urusan 
disisi lain kedua belah pihak merasa diuntungkan tetapi hal ini malah mencederai nilai-nilai 
dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat, masyarakat yang merasa 
diuntungkan dan tidak keberatan dengan terjadinya pungli akan bersifat tidak mau tau dan 
tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepda pihak kepolisian. 

Masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap perilaku pungli menjadi kendala pihak 
kepolisian dala m membrantas perilaku pungutan liar karena pihak Kepolisian dalam hal ini 
sangat bergantung pada laporan masyarakat dengan luasnya wilayah hukum Polres 
Pelabuhan Belawan untuk dapat mengetahui tindak pidna pungli terjadi dan langsung dapat 
dilakukan proses penangkapan sangat tidak memungkinkan apabila tidak dibantu oleh 
laporan masyarakat. 
3. Faktor Pengawasan 

Pungutan liar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila ada keseriusan pejabat daerah 
dalam pengawasan yang menyangkut dengan kegiatan yang menyimpang, melanggar 
Undang-Undang dan merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik dan adanya 
niatan dari pejabat terkait untuk bersama-sama mencegah dan membrantas pungutan liar 
yang nyatanya sering terjadi dan menjadi rahasia umum dalam birokrasi kita. 

Faktor pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam tindak pidana pungutan liar, 
pengawasan dari internal atau eksternal berguna di dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Pengawasan internal 
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari dalam 

instansi atau organisasi baik atasan atau tim pengawas yang bertujuan untuk menjaga dan 
meningkatkan kinerja dari pegawai atau perkerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui 
cara, yaitu: 

1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan 
fungsi beserta uraiannya yang jelas pula  

2)  Melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat 
menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima 
pelimpahan wewenang dari atasan. 

3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan 
bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut.  

4)  Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari 
atasan kepada bawahan.  

5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi 
atasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan 
keputusan serta penyusunan pertangungjawaban atasan.  

6) Melalui pembinaan personil yang terus –menerus agar para pelaksana menjadi 
unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menajdi tanggung 
jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan 
kepentingan tugasnya. 

b. Pengawasan untuk mencapai sasaran kerja atau target 
Perangkat desa atau aparatur pemerintahan desa yang menyelengarakan tugas dari 

pemerintahan desa menjadi penentu keberhasilan dari pembangunan, sudah sepatutnya 
melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, 
menjaga nilai-nilai dan norma-norma secara professional dan bertanggung jawab.Apabila 
bawahan tidak dapat bekerja dengan baik atasan wajib membimbing bawahan dalam 
melaksanakan tugasnya atasan dengan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab 
disetiap pelaksanaan kinerja yang dilakukan tidak boleh terleapas dari peran atasan. 

c. Pengawasan terhadap pelanggaran disiplin 
Pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai menimbulkan kurang 

efektifnya pegawai yang bersangkutan.Salah satu penglanggaran yang sering terjadi adalah 
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pungli terhadap masyarakat, pelanggaran-pelanggaran seperti mencederai nilai-nilai dalam 
berkerja yang baik dan sepatutnya dengan tegas harus ditindak dan diberi hukuman. 

d. Pengawasan eksternal 
Pengawasan eksternal atau orang diluar ruang lingkup tempat bekerja sangat penting 

dalam pencegahan tindak pidana pungli di luar dari pengawasan internal, masyarakat dalam 
hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya pungutan liar apabila masyarakat 
sebagai pengguan pelayanan publik peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan akan 
sangat sulit bagi pelaksana layanan publik untuk melakukan tindak pidana pungutan liar, 
dengan pemeberian informasi yang cukup kepada masyarakat maka masyarakat akan 
sangat besar pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pungutan liar. 
4. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang menunjang kinerja dari penegak hukum 
atau dalam hal ini kepolisian maka tidak mungkin penegakan hukum itu sendiri akan 
berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang dimaksud 
tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang terampil professional dan 
berpendidikan, sistem kerja organisasi yang baik antara petugas hukum, peralatan-peralatan 
penunjang yang memadai, pendanaan atau keungan yang cukup. Tanpa terpenuhinya hal 
tersebut maka mustahil bagi penegak hukum untuk dapat berbuat maksimal dalam 
penegakan hukum itu sendiri. 
Akibat Hukum Bagi Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Perangkat 
Desa 

Konsistensi dalam penegakan hukum bukan suatu hal yang dapat dilakukan dalam 
waktu yang singkat dibalik itu semua terdapat usaha dan komitmen dari para penegak 
hukum yang bekerja keras untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan dengan semua 
resiko dan konsekuensi didalamnya, penegak hukum harus memiliki tekad dalam 
menciptakan keadilan.Hukum itu sendiri memiliki hal yang mengikat didalamnya akibat 
perbuatan yang dilanggar dengan semua sanksi yang telah terkandung dalam hukum itu 
sendiri dan terdapat sanksi lain yang didapat atas pelanggaran yang dilakukan sanksi itu 
sendiri dihasilkan dari akibat pelanggaran norma-norma sosial dalam masyarakat sanksi 
sosial masyarakat itu sendiri berlaku secara alami dan berjalan dengan sendirinya. 

Sesungguhnya dalam masyarakat itu sendiri terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang 
menjaga kehidupan bermasyarakat berjalan dengan semestinya, dengan seiring 
berkembangnya zaman pergeseran pemikiran dan pemahaman dalam bermasyarakat 
membuat nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri berubah menjadi hal-hal baik dan buruk 
atau bahkan dapat mencederai nilai-nilai baik yang berjalan selama ini dalam masyarakat itu 
sendiri, menggeser hal yang dulu dinggap pelanggaran atas nilai-nilai menjadi wajar. Hukum 
sebagai panglima di negeri ini menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat 
aturanaturan demi berlangsungnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, hukum ini 
sendiri menjangkau segala jenis tatanan masyarakat termasuk penyelengara Negara ini 
sendiri atau dalam hal ini perangkat desa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum 
dan nilai-nilai dalam masyarakat. 
1) Akibat Hukum Bagi Oknum Perangkat Desa Sebagai Pelaku Pungli 

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang 
disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri 
telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.Secara umum,akibat hukum adalah 
akibat yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang 
dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.Tindakan yang dilakukannya 
merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat 
yang dikehendaki hukum.Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang 
terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek 
hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh 
hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 

Akibat yang timbul dari suatu hubungan hukum dapat berwujud antara lain: a) lahirnya, 
berubahnya atau lenyapnya suatu norma hukum tertentu. b) lahirnya, berubahnya atau 
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lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. c) berupa sanksi baik sanksi pidana maupun 
sanksi privat. Akibat hukum ini tentu erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang 
merupakan tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa 
subjek hukum melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang 
bersangkutan. Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat, yang: 

1) Melanggar hak subjek hukum lain;  
2)  Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku  
3)  Bertentangan dengan kepatutan yang seyogianya diperhatikan dalam kehidupan 

bersama terhadap integritas individu maupun harta bendanya yang merugikan pihak 
lain. 

Berkaitan dengan oknum pejabat desa yang terlibat dengan tindak pidana pungli di 
wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tentu menerima akibat hukum dari perbuatannya 
yang memenuhi unsur-unsur di atas. Tersangka HM kini dijerat Pasal 12 huruf e yang diatur 
di UU Tipikor karna terindikasi melakukan pungli dengan menakut-nakuti masyarakat ketika 
ingin mengurus dokumen-dokumen tertentu pada pemerintahan desa. 
2) Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menangani Pungutan Liar 

Upaya pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat 
menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban.Dalam politik kesejahteraan 
masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat 
kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menganggu 
perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada 
umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya kejahatan dapat 
ditempuh dengan: 

1) Penerapan Hukum Pidana (Criminal Application). 
2) Pencegahan Tanpa Pidana (Preventif Without Punishment); 
3) Mempengaruhi pandangan masyarkat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat 

media masa (influencing views of society on crime and punishment mass media). 
 Upaya penanggulangan kejahatan yang termasuk kategori pungli secara umum dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu melalui jalur penal dan jalur non penal.Kedua 
pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis 
dan melengkapi tidak dapat berjalan satu persatu atau berdahuluan. 
 Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif 
melalui sistem peradilan pidana.Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih 
menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.Usaha ini dilakukan untuk 
mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusah melakukan atau berbuat sesuatu 
dengan memperbaiki perilaku yang telah berbuat kejahatan.Tindakan represif pada 
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.Usaha 
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian 
dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).Oleh karena itu sering 
pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan baian dari kebijakan 
penegakan hukum (law enforcement policy). 
 Upaya represif merupakan satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 
yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif 
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat 
sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya 
mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 
 Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pungli 
lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu penindasan, pemberantasan 
dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan non penal lebih menitik beratkan 
pada sifat preventif pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan 
terjadi.Sarana non penal menajadi sangat penting peranannya dalam bebarapa tahun 
belakangan ini dengan berkembangnya perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak 
dapat dicakup oleh hukum pidana, maka dengan itu upaya non penal akan lebih bai jika 
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diintensifkan dan lebih diefektifkan tetapi tidak boleh lepas atau meninggalkan upaya penal 
itu sendiri. 
 Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersamasama dan 
bersinergi antara Kepolisian dan elemen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi 
pungutan liar atau pungli di tingkat desa, yaitu: 

a. Upaya Pre-emtif 
 Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana pungli dalam upaya pre-emtif yang faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pungli. 
 Berdasarkan wawancara tersebut dalam upaya pre-emtif terdapat berberapa 
pencegahan yang dilakukan, yaitu: 

1) Membangun budaya anti pungli baik dikalangan aparatur negara, petugas kantor-
kantor publik, masyarakat dan pengusaha. 

2) Memberikan himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan 
untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat 
terkait dengan tindak pidana pungli.  

3) Memberi himbauan keapda masyarakat dan para pekerja dari segala insatnsi terkait 
denga pelayanan publik terkhusus pejabat desa dan petugas kantor desa yang 
sangat rentan terhadap terjadinya pungli. 

 Tim Satgas Pungli Polres Pelabuhan Belawan menghimbau kepada petugas pelayan 
publik untuk tidak meminta sejumlah uang yang tidak diatur dalam undang-undang dan 
kepada masyarakat agar tidak memberi uang apabila petugas pelayanan publik meminta 
sejumlah uang dan langsung melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib untuk segera 
dapat dilakukan proses, guna membantu aparat penegak hukujm untuk tidak menghilangkan 
faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungli. 

b. Upaya Preventif 
 Upaya preventif merupakan upaya yang dialakukan oleh pihak Polres Pelabuhan 
Belawan khususnya Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan 
masyarakat artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dalam 
penangannya. 
 Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau 
menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa yang 
mendatang tindakan preventif biasanya tidak begitu rumit dibandingkan dengan 
penanggulangan yang sudah terjadinya suatu hal baik itu tindak pidana.Upaya preventif ini 
adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut 
criminal seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis dalam 
penangan tindak pidana pungli yang harus diefektifkan dan diintensifikasikan melalui 
kegiatan sebagai berikut: 

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi tekanan ekonomi, dengan 
sendirinya mengurangi tindakan pungutan liar. 

2)  Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan.  

3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk membentuk dan memeratakan kesadaran 
hukum masyarakat.  

4)  Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih 
meningkatkan tindakan represif dan preventif.  

5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana 
penegak hukum. 

c. Upaya Represif 
 Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya 
suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah 
peristiwa terjadi misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dan perundang-undangan 
yang berlaku agar dapat diberi hukuman dan efek jera. 
 Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik 
beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya 
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kejahatan, upaya represif diharapkan dapat memberikan hukuman berupa efek jera 
terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan rasa 
takut bagi untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana dan atau ditindak. Adapun 
upaya-upaya represif itu adalah sebagai berikut: 

1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan 
masyarakat dan perlindungan masyarakat.  

2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatn harus dilakukan dengan pedekatan 
integral sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik hukum kebijakan paling 
strategis melalui sarana preventif. 

3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal 
yang fungsionalisai atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu: 

a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif),  
b)  Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif),  
c)  Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). 

 Upaya represif menajdi upaya terakhir dalam penanggulangan tindak pungli upaya yang 
dilakukan untuk menekan besarnya angka tindak pidana pungli agar dapat memberi efek 
jera dan takut bagi pelaku atau masyarakat yang dikemudian hari ingin melakukan tindak 
pidana pungli akan mengrungkan niatnya akibat dari upaya hukum represif tersebut. 
 Pihak kepolisian sudah tentunya melakukan hal dalam penegakan hukum secara 
maksimal dengan kendala-kendala kekurangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam 
menjalani tugas maupun itu yang berasal dari dalam dan luar seperti kendala-kendala 
dilapangan, tetapi dengan itu semua upaya-upaya pihak kepolisian wajib diberikan nilai yang 
baik atas usahanya tersebut. 
 Upaya-upaya hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh kepolisian bertujuan untuk 
kepentingan bersama masyarakat, menjalankan tugas kepolisian sebagai pengendali 
keadaan sosial dalam masyarakat mempunyai beban moral tersendiri upaya-upaya 
penegakan hukum tersebut seperti pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan 
yang dilakukan secara terus-menerus dan intens. 
 Melihat fenomena pungutan liar atau pungli dan fakta-fakta empiris perilaku hukum 
masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kental 
dengan perilaku KKN, menjadi penting mengahadirkan dan menerapkan prinsip-prinsip 
hukum progresif. Paradigm hukum progresif adalah hukum bukan alat untuk melindungi 
kepentingan penguasa, yang membiarkan penguasa bertindak sewenang-wenang, akan 
tetapi hukum merupakan alat untuk menyelesaikan konflik yang melahirkan ketertiban, 
keharmonisan berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan.48Untuk mewujudkan tujuan 
hukum progresif dalam menangkal perilaku KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) diperlukan 
penguatan kesadaran manusia tentang pentingnya etika moral sebagai sumber nilai yang 
menjiwai setiap tindakan yang dilakukan manusia dan penegak hukumnya. 
 Pungli atau dalam ruang lingkup luasnya dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku 
korupsi menjadi permasalahan yang cukup rumit dan salah satu permasalahan besar 
dibangsa ini yang tidak kunjung ada kemajuan dalam menanggulangi dan menangani berarti 
ada salah dengan hukum atau penegakan hukum dibangsa ini, kita sebagai penerus bangsa 
wajib memberi masukan untuk kemajuan bangsa menyuarakan melalui tulisan karya ilmiah 
atau bersuara secara langsung sebagai bentuk kepedulian kita sebagai generasi muda 
terhadap permasalahan bangsa, dalam hal pungli ini permasalahan menjadi rumit menjadi 
tanggung jawab semua pihak termasuk peran keluarga sebagai kelompok kecil yang 
berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat luas. 
 
4. KESIMPULAN  

Sanksi pidana terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat Desa 
yaitu dijatuhi pemidanaan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan juga beberapa 
pasal-pasal yang ada di KUHP seperti: Pasal 415, Pasal 418, Pasal 425 dan Pasal 432 yang 
dapat menjerat subjek hukum yaitu seorang pegawai negeri yang melakukan pungli. 
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Berdasarkan kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan jika 
dikaitkan dengan teori pemidanaan maka pendekatan teori yang terlihat ialah pendekatan 
teori retributif. teori retributif (retributivism) ialah teori pemidanaan yang merupakan 
pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Dimana oknum perangkat desa (HM) terbukti 
melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor sehingga hukuman yang diterima oleh oknum 
perangkat desa merupakan kesalahan yang telah sadar dilakukannya sebagai pegawai 
negeri sipil dan memenuhi teori penegakan yang digunakan yaitu retributif dimana 
penegakan hukum ini diterapkan merupakan pembalasan atas kesalahan apa yang telah ia 
lakukan. 

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas 
pelaku pengutan liar yang dilakukan perangkat Desa yaitu: pertama, kurangnya personil 
anggota kepolisian di mana piket dimasingmasing tempat dan tugas-tugas yang sudah 
diberikan kepada masingmasing personil sehingga ketika untuk merespon laporan atau 
temuan adanya kegiatan kejahatan dia masing-masing di Desa menjadi kurang optimal. 
Kedua, kurangnya kendaraan oprasionalAnggota Tim Saber Pungli Polres Pelabuhan 
Belawan baik itu mobil dan sepeda motor menyebabkan kurang optimalnya pengawasan 
dan penindakan, apabila jumlah kendaraan yang dimiliki memadai maka tugas mengawasi 
dan dan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli dapat 
dilakukan dengan cepat. Ketiga, banyaknya petugas yang melalaikan tugas dan kewajiban. 

Akibat hukum bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa 
berkaitan dengan oknum pejabat desa yang terlibat dengan tindak pidana pungli di wilayah 
hukum Polres Pelabuhan Belawan tentu menerima akibat hukum dari perbuatannya yang 
memenuhi unsur-unsur di atas. Tersangka HM kini dijerat Pasal 12 huruf e yang diatur di UU 
Tipikor karna terindikasi melakukan pungli dengan menakut-nakuti masyarakat ketika ingin 
mengurus dokumen-dokumen tertentu pada pemerintahan desa. 
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